
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.836, 2017 KEMENKES. Pengadaan SDM Kesehatan. 

Pedoman.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA SEHAT  

DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Indonesia Sehat 

dengan Pendekatan Keluarga dibutuhkan peningkatan 

mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan serta 

peningkatan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan 

sumber daya manusia kesehatan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan dalam Mendukung Program 

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3938);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun          

2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 
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11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM 

MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN 

PENDEKATAN KELUARGA.  

 

Pasal 1 

Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam 

Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga bertujuan untuk memberikan acuan bagi kepala 

dinas kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan 

pengadaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan 

kewenangannya.   

 

Pasal 2 

Pedoman Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam 

Mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Mei 2017 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd  

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Juni 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR   26 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN DALAM 

MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA 

SEHAT DENGAN PENDEKATAN 

KELUARGA   

 

 

PEDOMAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  

DALAM MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA SEHAT  

DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan 

dasar. Upaya pencapaian prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 

2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, 

provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Ketersediaan sumber 

daya manusia dan sarana prasarana merupakan masalah di lapangan. 

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal setiap 

fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang 

memadai baik dalam jenis, jumlah, dan mutu secara berkesinambungan. 

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan 

berkesinambungan harus dilakukan perencanaan dan pemerataan 

sumber daya manusia oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pemerintah daerah tingkat provinsi selain bertanggung jawab dalam 

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan sumber daya manusia di Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan dan institusi kesehatan 
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